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ABSTRAK

: Farhan Zarbiyani (217221037)
: Kepastian Hukum Terhadap Penertiban Tanah Terlantar

Oleh Negara Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan Dan Tanah
Terlantar

: 150 Halaman
. Kepastian Hukum, Hak Atas Tanah, Tanah Terlantar
- Setiap pemegang hak atas tanah harus mempergunakan

dan memanfaatkan tanah sesuai dengan keadaan, sifat
dan tujuan haknya. Apabila pemegang hak atas tanah
tidak mempergunakan atau memanfaatkan tanah tersebut,
sesuai dengan keadaan, sifat atau tujuan haknya,
sehingga tanah tersebut menjadi terlantar maka hak atas
tanahnya bisa dicabut dan dikuasai oleh Negara. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis
Kepastian Hukum Terhadap Penertiban Tanah Terlantar
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021
tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar serta
untuk mengetahui dan menganalisis sistem penertiban
tanah terlantar dalam rangka menjamin Kepastian Hukum
Hak atas Tanah. Metode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian normative atau yuridis
normative. Sumber data penelitian terdiri dari bahan
hukum  primer, sekunder dan tersier. Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah studi
kepustakaan dan wawancara dengan ahli dibidang
pertanahan. Analisis data dilakukan dengan metode
analisis  kualitatif dan  menggunakan pendekatan
deskriptif untuk menjelaskan permasalahan penelitian.
Hasil penelitian menunjukan bahwa penertiban tanah
oleh negara sebagai bentuk memberi kepastian hukum
yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah
Terlantar. sistem penertiban tanah terlantar yaitu:
Evaluasi Tanah Terlantar, Peringatan Tanah Terlantar,
Penetapan Tanah Terlantar. Dalam bentuk negara hukum
setiap usaha pemerintah telah memasuki hampir semua
aspek kehidupan masyarakat, sehingga terbentuk hak dan
kewajiban. Dalam hal ini  masyarakat ingin
mempertahankan hak-hak atas tanahnya, sedangkan
pemerintah  juga harus menjalankan kepentingan
terselenggaranya kesejahteraan umum bagi seluruh warga
masyarakat seperti penertiban tanah terlantar.
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